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D TJAL S Y S T E M PENILAIAN KINER.JA UN T UI( ME WUJUD I(A.N

PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL DI DAERAH

Eko Budi Sulistio
Jurusan Adrninistrasi Negara FiSIP Universitas Larnpung

Ema i I : ekobud i. s t i i s ti o QQfi ,s ip. tmi I a. o c. i d

ABSTRAK

Kinerjct Apcrutur Sipil Negaru (ASII selclu meniacli isu menctrili clctlom kctjlq nturutjetttut

sumber dctya apirutur. DiTntloneliu, peniluicu't AStr{ clilctlitlittt nrclultti instntmen DP3 clan SKP. Jilru

DP3 lebii clifokuskan unttk menilui perilulaL (Lporatlil', rnctkrt SKP tlittLiulcan untuk ntenilui lcineria

apsrcttur yantg bersangkutan. Keducr instrLunen peniltricrrt tcrsabut rlimclrstrd.lcon tmtuli meningliutliun

profesictnalisme aporutLff clari w*ukilr ke wuktu.
Namun ctemilcian, pacla kenyataotxtlyo kinerjcr ctpcLratlLr pemerintah (khususnyu tli elueruh)

sampai saat ini masih minjacli polemilc clon berrryctk ruendapatl;an peniluion negatif duri masvartlufi-

Aatk OpS maupun SKP adalai instrumen yang clibuut oleh pemerintult ptrsctt ntelului BKN sebagui

otoritas prngilok, urusan-url$cm kepegawuian ncrsional, sedanglran pemerintctlt tlaerah sebrtgai

salah sa'ttt pr,rggrro rlan pemilik uparutur sipil negctrcL titluh rnemililri instrmnen crpapwt untuk

menilai kiri4a-riporottt*yi. Paclahti, lebih clctri 70 persen uparatur sipil bekelfu untulcpemerintah

daerah. Artinyo pemerintah daercth sculgdt berhepentingcrn untult menilai dan meningkatkcur

profesionalitoi ,porrtu*yo, sehingga lcinerja poro apcffcttttrnya clapat benor-benar dirct.sukon oleh

masyarakal di daerah.
Artikel ini tnerekornendasikan perlturyu dtnl systetn dulam peniluion oporatur sipil negora

yaloil sistem peniloiut aparaLrr yang disusun oleh pemerintoh ousut dan pemerintuh tltterolt. Jikq
'sistem 

peniliion yctng clibtrctt oleh pemerintuJt lebih clittrjukcm urttttlc menila.i periloku clttn kineria
p"go*ii, makn siitei penilaian yctng clilukulcun oleh pernerinterh clueroh ditLiilcctrt untuh menilcti hctsil

nyata dari pekerjaan yang dilalokan oleh aporatlr yong bersangkLrtan sesuai dengan kontlisi musing-

masing instansi/clincts/bcdan, sebab sutu instansi dengcur ittstansi lain memiliki karakter kineria yang

berbeda-beda.

Kata kunci:Duol System, Aparatur Sipil Negtra, Penilaicut, Pemerinttth.

PENDAHULUAN

Kinerja pegawai negeri sipil yang saat ini disebut sebagai aparatur sipil negara (,A.SN)

sering mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat. Persepsi masyarakat tentang buruknya

kinerja ASN seringkali mengarah pada lamanya waktu penyelesaian pelayanan, berbelit-belit

(birokratisme), biaya-biaya diluar ketentuan yang berlaku (pungli) dan bersifat kolutif.

Bukan hanya itu, sikap aparatur yang tidak ramah dan sirnpati juga rnerupakan salah satu hal 
:

yang menjadi penilaian tnasyarakat

Keberhasilan dalam mencapai program-program pemerintah salah satunya ditentukan

oleh sejauhrnana kinerja aparatur pernerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam"

teori manajemen disebutkan ada 6 sumber daya manajetnen (Sulistio, 2015) yakni rnanusia'

metode, alat-alat, uang, pasar, bahan-bahar/ perlengkapan. Kesemua sumber daya memiliki

kedudukan yang penting dalarn pencapaiart tujuan organisasi. Akan tetapi manusir
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posisi yang sangat vital, sebab manusia tidak saja rnenjadi objek rnelainkan juga

dafam organisasi. Dalam konteks pemerintahan, sumber daya manusia yang

disebut aparatur memiliki peran dalarn menentukan arah dan kebijakan

melaksanakan tugas-tugasnya aparatur pemerintah senantiasa didorong oleh

if tertentu, baik yang berasal dari individu yang bersangkutan maupun dari luar.

@a dasamva inerupakan suatu dorongan baik berasal dali dalam maupun dari luar

yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan

f,dorivasi yang belasal dari dalarn misalnya perasaan ingin mengabdi pada

u dan negara, mencari sumber penghiciupan baik (layak) untuk diri maupun

1z- Sedangkan motivasi yang berasal dari luar misalnya hal-hal yang berkaitan

&ondisi peke{aan, pengaruh lingkungan dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan

jemen kepegawaian seperti sistem penggajian, sistem promosi, sistem hukuman,

penilaian.

penilaian kinerja yang baik rnerupakan salah salah satu bentuk motivasi

yang diharapkan dapat meninghatkau profesionalisme aparatur. Sistern penilaian

qmrarrr ini pacla unlumnya akan bermuara pada dua hal yakni pemberian

(reu'orcl) atau pemberian hukuman Qtrmishment). Oleh karena itu maka sistem

pegarvai perlu mendapatkan perhatian. Seorang pegawai akan mendapatkan

jika memperoleh nilai baik atas kinerjanya, tetapi sebaliknya akan mendapatkan

iika mendapatkan nilai buruk. Dengan dernikian maka sistem penilaian atas kinerja

ifoi harus dilakukan secara jujur dan adil berdasarkan l<riteria penilaian yang objektif

(1998) mengemukakan bahwa nenilaian kinerja pegawai merupakan salah satu

dri rangkaian proses pemberdayaan pegawai. .Iika proses pernberdayaan melalui

rcLrh dilaksanakan. pentinglah memantau perkembangannya dan menilai hasilnya.

dan penilaian diiakukan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari ciri

sumber daya aparatur yang dijalankan dengan mempeftimbangkan sasaran-

dm standar-standar yang telah ditetapkan. Dengan sistem penilaian yang baik dan

sdcara konsisten maka kine{a aparatrlr pernerintah dapat meningkat dari waktu ke

f,imerja aparatur yang baik ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi

i secara keseluruhan dan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat.
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Bagaimanakah metode penilaian aparatur yang dapat rneningkatkan profesionalitas

qxrtatur pemerintah negara? Dan apakah rnetode tersebut dapat diterapkan pada

masing-masing instansi pemerintah daerah?

Tijuan

tujuan dari penulisan altikel ini adalah:

Llntuk menganalisis kelemahan-kelemahan sistem penilaian aparatur sipil negara yang

d[gunakan selama ini.

N.Intuk menghasilkan sistem penilaian yang clapat melengkapi sistem penilaian yang

srdah ada yang dapat diterapkar-r pada instansi pemerintah daerah.

f{T PENELTTIAN

Secara akadernis diharapkan dapat membelikan sumbangan pernikiran dalam

konsep dan teori administrasi publik khususnya di bidang manajemen sumber

qmratur. Sedangkan secara pragntatis, diharapkan dapat menjadi ref-erensi bagi instansi

daerah, khususnya badan kepegawaian daerah untuk menyusun kebijakan

h aparatur untuk meningkatkan profesionalisrne aparatur di daerah masing-masing

ipelengkap dari sistem trrenilaian aparatur yang sudah ada.

IAN PUSTAKA

Trta Kelola Aparatur Sipil Negara di Daerah

Taa kelola aparatur sipil secara khusus telah diatul secara rinci dalam undang-undang

5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai peraturan turunannya.

statusnya aparatur sipil negara dibedakan menjadi 2 yakni pegawai negeri sipil

ai pemerintah. Hal ini sebagaimana teftuang dalam ketentuan umum UU nomor 5

2$l-t yang yang menegaskan bahwa aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawat

i sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

Disarnping itu aparatur sipil negara juga dibedakan menjadi pegawai pusat dan

i daerah.

Berkaitan dengan karakter aparatur sipil negara konsiderans undang-undang nomor 5

2014 menyebutkan bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan

tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

Republil< Indonesra Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,

?i
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kolusi, dan nepotisme, serta mampu rnenyelenggarakan pelayanan publik bagi rnasyarakat

dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Dengan demikian maka prinsip tata kelola aparatur pemcrintah adalah:

(1) Integritas

(2) Profesional

(3) Netral dan bebas,intewensi politik

(4) Bersih dari Kolusi, Korupsi clan Nepotisrne

(5) Perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun demikian, dalam undang-undang tersebut juga secara eksplisit juga rnengakui

bahwa tata kelola sumber daya aparatur sipil juga belum benar-benar baik. Manajemen

manajemen aparatur sipil negara belurn berdasalkan pada pelbandingan antara kompetensi

dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki

calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan

tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu perlu dilaksanakan sistem merit dalam

pengelolaan sumber daya aparafur sipil negara, mulai dari proses relarritmen hingga penilaian

kinerja aparatur. Yang dimaksud dengan sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN

yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan

tanpa membedakan latar belakang politik, ras, wama kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,

status pernikahan, ulnur, atau kondisi kecacatan (Pasal I Undang-Undang tentang Aparatur

SipilNegara).

Untuk menjalan sistem merit dalam tata kelola aparatur sipil negara, maka dibutuhkan

manajemen sumber daya aparalur yang baik dengan ciri-ciri e

1. Dapat menghasilkan pegawai ASN yang profesional

2. Memiliki nilai dasar dan etika profesi,

3. Bebas dari intervensi politik,

4. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Dalam konteks pengelolaan aparatur pernerintah di daerah maka pemerintah daerah

memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa aparatur penrerintah daerah telah dikelola sesuai

dengan prinsip-prinsip manajemen sumber daya aparatur sebagaimana tefiuang dalam UU

ASN terebut. Pengelolaan sumber daya aparatur oleh pernerintah daerah ini sejalan dengan

semangat otonomi daerah sebagairnana diatur oleh UU nomor 32 tahun 2004 sebagaimana

telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor l2 tahun 2008.
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Dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut dinyatakan bahwa

i daerah diarlikan sebagai adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

mengatur dan rnengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun urusan pemerintahan yang

dan diurus sendiri oleh pemerintahan daerah dibedakan rnenjadi urusan wajib dan

pilihan. Untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan tersebut maka pemerintah

diberikan hak dan kewenangan sepenuhnya untuk dikelola. Berdasarkan undang-

tentang pemerintahan daelah tersebut, maka pemerintah daerah diberikan hak-hak

Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

Memilih pimpinan daerah;

Mengelola aparatur daerah;

\Iengelola kekayaan daerah;

I'lernungut pajak daerah dan letribusi daerah;

\{endapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya

lang berada di daerah.

tr[endapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

['{endapatkan hak lainnya yang diatur clalam peraturan perundangundangan.

Berdasarkan uraian tersebut tnaka dapat disirnpulkan bahwa pemerintah daerah, dalam

va dengan sumber daya aparatur memiliki hak untuk rnengelolanya secara baik dalam

mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan daerah

Ilak-hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Sebagai pegawai profesional yang diangkat rnelalui sistem seleksi yang ketat, maka

pernerintah merniliki hak-hak konstitusional yang diterirna. Dalam konteks ini maka

aparatur pemerintah berhak mernperoleh gaji yang adil dan layak sesuai.dengan beban

n dan tanggung jawabnya. Yang din-raksud dengan gaji yang layak dan adil adalah

gaji aparatur pemerintah hat'r:s lnarupl-l mernenuhi kebutul-ran hidup keluarganya,

aparatur petnerintah yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, dan tenaganya

Ya unruk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya (Bratakusumah,2OO2). Gaji

!ry diterirna oleh aparatur pemerintah harus mampu rnernacu produktifitas dan rnenjamin

h$ahteraannya. Gaji yang adil ini juga dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan

htjahteraan, baik aparatur pemerintah, rraupun antara aparatur dengan pegawai swasta.
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Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpcnuhinya kebutuhan pokok dan

dapat mendorong profesionalitas'

Dalam Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai Pengganti PP Nouror 30

Tahunlg80tentangDisiplinPegawaiNegeriSipilsecararincidisebutkankewajiban-

kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya adalah: Mcnaati segala ketentuan peraturan

perundang-undangan,MelaksanakantugaskedinasanyangdipercayakankepadaPNSdengan

penuhpengabdian,kesadarandantanggungjawab,Mengutamakankeperrtingannegara

daripada kepentingan sendid, seseofang, darVatau golongan' Bekerja dengan jujur' tertib'

cermat, danbersemangat untuk kepentingan Negara, Memberikan pelayanan sebaik-baiknya

kepada masyarakat, Masuk kerja dan menaati ketentuall jarn kerja' Mencapai sasaran ketja

pegawaiyangditetapkandanMenjunjungtinggikehormatannegara,Pemerintah,dan

mafiabat PNS.

c. Kineria Pegawai

Beberapa definisi berikut ini dapat membantu memaharri pengertian kinerja' Menurut

Sulistiyani(2003)..KinerjaSeseorangnrerupakankorrrbirrasidarikerrrarrlpuan.usahadan

kesempatanyangdapatdinilaidarihasilkerjanya''.sedangkanHasibuan(2001)

mengemukakan "kinerja (prestasi kerja) adalal-r suatu hasil ker-ia yang dicapai seseorang

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu"' Rivai (2004) mengemukakan kinerja

,.rnerupakan perilaku yang nyata yang ditarnpilkan setiap orang sebagai presiasi kerja yang

dihasilkan oleh pggAwai sesuai clengan perallnya dala1r perusafiaan"' Definisi lain tentang

kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Simamora (1995) bahwa kinerja adalah suatu

pencapaian persyaratan pekerjaan tefientu yang akhimya secara nyata clapat tercermin dari

keluaran Yang dihasilkan'

Berdasarkan definisi-detinisi tersebut dapat riinyatakan sebagai bahwa kinerja adalah '

prestasi kerja yair.r: hasil ke{a seseorang selama periode teftentu dibandingkan dengan

berbagai kemungkinan, misalnya stan,lar, target/sasaran' Hasil kerja ini biasanya ada

buktinya, dapat diukur, nyata dan sekaligus menjadi acuan hasil kerja seseorang yzng'

digunakan sebagai basis menentukan tingkat pencapaian kerja dalam kulun rvaktu tefientrl

Dalam konteks organisasi pemerintah rnaka kine{a (prestasi trrerja) adalah hasil kerja secaEt

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai negeri dalam melaksanakm

tugasnya sesuai dengan tanggung jar,vab yang diberikan kepadanya' Mink ( t993) berpendapal

P,

bahwa i

diantara

diri; (d)

melaksa
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dibandi
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rva inclivid'-r yang merniliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa l<arakteristik, yaitu

ya: (a) berorientasi pada prestasi; (b) memiliki percaya diri; (c) berpengendalian

: (d) kompetensi.

Komponen kinerja meliputi hasil kerja (tingkat pencapaian kerja), aparatur yang

ksanakan kerja (individu), bukti kerja (konlaet maupun non-konkret), dan adanya

r kerja yang menjadi acuan kerja. Tidak semua kinerja mudah,diukur atau dapat

ingkan dengan 'standar kerja yang konkret. organisasi pemerintah merupakan

isasi yang rnemiliki kompleksitas kegiatan dari kegiatan yang bersifat adrninistratif,

s manajerial hingga politis. Oleh sebab rtu mengukur kinerja pegawai pernedntah harus

pada posisi mana seorang pegawai itu bekerja.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut maka seorang

kelernahan dan kelebihan setiap bawahannya sehingga bisa

.1.

pernimpin dapat mengetahui

rnembelikan perlakuan yang

dalam rangka meningkatkan kinerja bawahannya tersebut.

Sistem Fenilaian Kineria Pegawai

Pada masa lalu, penilaian kinerja didesain untuk menyatakan seberapa baik pegawai

ia dalarn suatu periode dan untuk menentukan seberapa besar mereka menerima

ran. Namun sekarang, penilaian kinerja ditujukan untuk pengembangan dan

nentasikan pencapaian kerja pegawai. wahyudi (zo0z) berpendapat bahwa

ian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilal<ukan secara periodik dan sistematis tentang

i kerya/ jabatan seorang tenaga kerja, tennasuk potensi pengembangannya. Sedangkan

Simamora (2004) penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk
'aluasi pelaksanaan kerja individu pegawai. Dengan dernikian penilaian pegawai

suatu evaluasi yang dilakukan untuk menilai proses-proses yang dilakukan dan hasil

in -vang dicapai oleh seorang pegawai dengan sumber daya tertentu pada kurun waktu
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing secara profesional, akuntabel,

, objektif, adil dan partisipatif yang dapat digunakan oleh organisasi untuk

n pengerlbangan pegawai maupun organisa"si di masa yang akan datang.

French (1986) mengemukakan bahwa penilaian kinerja pegawai pada dasarnya

kajian sistematik tentang kondisi kerja pegawai yang dilakukan secara formal.

itan kondisi kerja ini haruslah dikaitkan dengan standar kerja yang dibangun, baik itu

.dmdar proses ke{a maupun standar hasil kerja. Tidak kalah pentingnya, organisasi harus

ikasikan penilaian tersebur liepada pegawai yang bersangkutan (partisipatif).
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Disamping itu penilaian kinerja juga dapat dilakukan secara informal yang dilakukan secara

spontanitas dan supervisor atau atasan dan tidak dirancang secara khusus sebagimana halnya

penilaian kinerja pegawai fbnnal. Meskipun demikian penilaian secala intonlal ini juga

penting sebab penilaian atau evaluasi kerja secala inlbnlal cenderung lebih ke arah

memperbaiki pekerjaan keseharian dari pada peniiaian terhadap kemarnpuan atau perilaku

kerja pegawai. Dengan demikian penilaian kinerja pegawai secara infonnal sebenarnya juga

dapat membantu fegawai memperbaiki kinerjanya tanpa menunggu hasil dari penilaian

kinerja yang dilakukan secara formal dan biasanya dalam waktu yang relatif lama (biasanya

satu tahun sekali).

Asnawi (1999) mengernukakan bahwa di dalam proses penilaian prestasi kerja, terdapat

berbagai macam teknik penilaian yang dapat digunakan, baik yang objektif maupun yang

subjektif. Penilaian yang objektif akan mendasarkan pada data yang masuk seoara otentik,

baik yang menyangkut perilaku kerja, kepribadian, lnaupun data mengenai hasil kerja.

Sedangkan penilaian yang subjektif sangat tergantung pada juclgment pihak penilai. Oleh

karena itu, terutama unfuk hasil penilaian yang subjektif, hasil tersebut perlu untuk dianalisis

dengan lebih teliti, sebab ia dapat berakhir dengan relatif ataupun absolut. Hal ini harus

diperhatikan menimbang banyaknya penyirnpangan perilaku (behavioral barriers), baik yang

bersifat penyimpangan interpersonal maupun penyimpangan politis.

Spencer (dalam Nurmianto dan Siswanto, 2006) menyatakan bahwa untuk menilai

kinerja seorang pegawai dapat dilakukan penilaian pada aspek-aSpek sebagai berikut:

Komitmen pada Orgctnisasi, Keingincm Berprestctsi, Sikap Melayani, Ker.jasama, Proaktif,

Memimpin dan Kedisiplinan. Dari berbagai aspek tersebut, maka setiap aspek dapat diberikan

penilaian berdasarkan skala penilaian sebagai berikut:

Tabel l. Skala Penilaian Kinerja Pegawai Menurut Spenser

Skala Keterangan (Pengertian) 
_

I UnsatisfactoryPerfbrntcmce(TidakMernuaskan)
Improvcntcnt Dc:; iracl (Perlu Perbaikan)
Meets Erpectcttion (Memenuhi Harapan)
Exc'ceds E.rpccttttion (Melebihi Harapan)

O uts I tt rul i t t q Pc r fi t r t n u r t ct' (Llar Biasa )

Di era keterbukaan ini masyarakat menuntut agar pernerintah dapat rnenjalankan tugas-

tugasnya dengan baik. Agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik maka

pemerintah daerah hams memiliki sumber daya aparatur yang handal. Dan pada akhirnya
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daya aparatur yang handal dapat dimiliki kalau mereka senantiasa diberikan penilaran

profesional dari waktu ke waktu sehingga kapasitas mereka akan semakin meningkat.

tidak kalah penting, ha.sil penilaian ini seharusnya menjadi landasan utama bagi

untuk menempatkan aparatur-apafatur yang profesional yang telah dinilai

ya tersebut.

HASAN i

lisis Pelaksanaan Sistem Penilaian Kineria Aparatur di Indonesia

DP-3 (Dapat Penilaian Prestasi Pegawai) merupakan metode sekaligus instrumen

ian kinerja pegawai/ aparafur yang telah digunakan oleh pernerintah sejak tahun 1979.

kini metode dan instn:men ini masih digunakan oleh pemerintah untuk menilai

aparatumya. Selanjutnya pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan peraturan

metode baru penilaian pegawai yakni melalui instrumen SKP (Sasaran Kerja

i). Kedua metode atau instrumen penilaian kine{a tersebut pada kenyataannya belum

meningkatkan kinerja pegawai/ aparatur pemerintah secara signifikan.

Bagi banyak pegawai, penilaian kinerja pegawai selama ini lebih mengarah pada

daripada sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja. Pada umumnya pegawai

il aparatur tidak terlalu khawatir dengan nilai berapapun yang ditulis oleh atasannya

instmmerr tersebut, khususnya pada DP-3 dan pada ulnumnya mereka juga punya

inan bahwa para atasan mereka tidak akan memberikan penilaian yang jelek yang dapat

rkan karier kepegawaiannya nreskipun pada kenyataannya kinerja mereka tidak

an banyak pihak.

Salah satu analisis terhadap kelemahan pelaksanaan DP-3 penulis lakukan di 
-

Larnpung Selatan pada tahun 2011. Instrumen penilaian DP3 yang digunakan

ini rnerupakan sistem penilaian yang diciptakan pada masa Orde Baru, dimana

berkepentingan untuk mengendalikan PNS agar tidak keluar dari ideologi dan

ta yang dianut oleh rezim Orde Baru. Karena itulah mdka unsur-unsur

ya sangat berorientasi pada aspek pengendalian dibandingkan dengan aspek

bangan pegawai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat

n beberapa hal yang berkenaan dengan sistem DP3 sebagai berikut

l. Aspek Comprehensivcness

Suatu sistem penilaian pegawai seharusnya merupakan penilaian yang

menyeluruh (kornprehensif). Tujuannya adalah agar nilai atas prestasi seorang pegawai

dapat diketahui secara tepat. Demikian pula jika seorang pegawai memiliki kelemahan-

kan tu

baik

t akhirn
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kelemahan, dengan penilaian yang komprehensif ini akan dapat diketahui. Dengan

mengetahui nilai prestasi seorang pegawai Pemerintah Daerah memberikan tambahan

insentif/ penghargaan bagi pegawai yang bersangkutan. Namun jika seorang pegawai

masih memiliki kelemahan, maka Petnerintah Daerah dapat rnemberikan pembinaan

yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Jadi kelemahan pegawai tidak digunakan

untuk semata-rhata memberikan hukuman kepada seorang pegawai. Secara teoritik

kinerja seorang pegawai tidak mungkin linear rneningllat tanpa ada penurunan. Pada

saat teftentu kinerja seorang pegawai dapat menir"rgkat tajarn, biasa saja atau bahkan

menurun. Fenomena ini adalatr sesuatu hal yang wajar.

DP-3 belumlah dapat dikatakan sebagai sistem penilaian pegawai yang

komprehensif. Dalarn daftar DP3 nilai seorang PNS sangat ditentukan oleh oleh

perilakunya dalam menjalankan pekerjaan/ tugas yang diberikan kepadanya tanpa

dinilai sejauhmana hasil kerja yang dihasitkan. Hal ini tentu berdampak pada sikap

pegawai yang tidak mengacuhkan hasil kerjanya, melainkan lebih metnentingkan

kedekatan dengan atasan/ penilai pegawai yang bersangkutan.

Penilaian seorang PNS selama ini juga tidak dilakukan terhadap kelemahan-

kelemahan yang dirniliki oleh seorang pbgawai. Ada kesan bahwa kelernahan seorang

pegawai harus ditutupi. Hal ini terbukti dari caral teknis penilaian yang dilakukan.

Pertama, ada kesan bahwa nilai DP3 seorang PNS tidak boleh turun (rninirnal sama

dengan periode sebelumnya). .Tika nilai seorang PNS mengalarni penurunan akan

berakibat fatal bagi seorang pegawai yakni rnendapatkan sanksi. Hal ini sangat

ditakutkan oleh PNS, apalagi jika sanksinya rnenyangkut penuunan pangkat,

penurunan gaji atau penurunan jabatan. Untuk itulah maka seorang PNS sangat

berkepentingan untuk dapat rneningkatkan nilai Dp3nya. Sal,angnya cara yang

digunakan untuk rneningkatkan DP3 tersebut tidak dengan cara meningkatkan prestasi

keq'anya melainkan dengan melakukan pendekatan personal kepada penilai (atasannya).

Kedua, dalam beberapa kasus seorang PNS rnemberikan penilaian terhadap dirinya

sendiri. Tugas atasan sebagai penilai pada akhirnya hanya memberikan legalitas

persetujuan atas nilai yang ditulis oleh bawahannya tersebut. Hal ini tentu tidak dapat

memberikan gambaran apapun telhadap kinerja seorang pegawai.
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Berdasarkan uraian tersebut rnaka dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian DP3

selama ini belum memenuhi unsur contprehensivene.ys. Oleh sebab itu perlu dilengkapi

dengan sistem lain agar kekurangan dalam sisterr penilaian DP3 tersebut dapat diatasi.

2. Aspek Relevance

Penilaian kinerja seorang PNS hendaknya disesuaikan dengan bidang tugasnya
: --,masing-tnasing. Kineda seorang pegawai pada Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai

staff administrasi tentu akan berbeda dengan kinerja seorang pegawai Dinas Pendidikan

1rang bertugas di lapangan (sebagai guru atau pengawas sekolah rnisalnya). Sistem

Penilaian DP3 yang ada belum dapat mengakornodir perbedaan tugas tersebut. Sistem

penilaian DP3 sangat menonjolkan pada aspek perilaku seorang PNS. Akibatnya

penilaian PNS didasarkan semata-mata atas DP3 tidak memiliki relevansi antara apa

!'ang dikerjakan dan apa yang dinilai. Dengan dernikian tidak terlihat bagaimana

tinerja staff adrninistlasi dengan petugas lapangan. Padahal sesungguhnya kinerjanya

saDgat berbeda.

1 Aspek Objektivitas

Objektivitas merupakan hal paling mendasar dalam memberikan penilaian pada

imrang PNS. Dengan penilaian yang objektif ini seorang pegawai akan bisa

i bagairnana sesungguhnya kinerja yang telah dicapai selama ini. Sedangkan

tri penilai, penilaian yang objektif rni sangat membantu dalarn men)rusun berbagai

rerur/ kegiatan berkaitan dengan masalah kepegawaian di lingkungan instansinya

rsing-masing.

Penilaian pegawai selama ini tidak tidak dilakukan secara objektif. Penilaian

mgat subjektif tergantung pada atasannya rnasing-masing, bukan pada hasil kerja yang

Hlh dicapai. Ketidak objektifan ini justru diperkuat dengan telaris.penilaian pegawai

tidak dilakukan oleh petugas/ atasan yang bertanggung jawab tetapi oleh pegawai

bersangkutan. Secara logika akal sehat, tidak mungkin seseorang akan

ikan penilaian jelek atas capaian-capaian yang diperolehnya.

Hal lain yang menyebabkan tidak tercapainya aspek objektivitas ini adalah bahwa

rcn yang bertugas untuk memberikan penilaian tidak memiliki pernahaman yang

{iu&up mernadai tentang butir-butir penilaian sebagaimana tertuang dalarn PP nomor 10

- m 1979 tersebut. Mereka lebih rnengandalkan pengalaman dan kebiasaan salah yang

s_l
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telah dilakukan selama ini sebagaimana telah dikemukakan diatas. Dengan demikian

maka penilai mengalami berbagai kesulitau untuk member:ikan nilai yang valid kepada

seorang pegawai yang menjadi bawahannya.

Persoalan berikut yang berkaitan dengan objektivitas ini adalah mettyangkut

penilai itu sendiri. Dalam PP nomor l0 tahun 1979 secara tegas dinyatakan bahwa

syarat seorang penilai adalah telah menjadi atasan/ pejabat penilai setidak-tidaknya

telah menduduki jabatannya untuk untuk kurun waktu enam bulan. Kenyataannya di

lapangan ada beberapa pejabat yang "terpaksa" memberikan penilaian kepada

bawahannya meski baru rnenjabat kurang dari 6 bulan. Beberapa alasan yang berhasil

diungkap adalah: (l) telah mejadi kebiasaan pejabat sebelumnya, (2) pegawai sulit

menemui pejabat lama yang telah dipindah, (3) waku penyerahan daftar nilai telah

sempit/ deadline, (a) baik pegawai yang dinilai maupun pejabat penilai masih ada yang

menganggap DP3 sebagai formalitas belaka sehingga mengabaikan berbagai tatacara

penilaian pegawai yang telah diatur dalarn PP nornor lC tahun 1979 tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikernukakan beberapa kelemahan dalarn

penerapan DP-3 yakni sebagai berikut:

a. Hanya Berorientasi Masa Lalu

Artinya hasil penilaian pekerjaan oleh PNS dalam DP3 untuk memotret apa

yang telah terjadi pada masa lalu (yang telah dilalui). Dalam instrumen tersebut

tidak ada isian mengenai apa yang belum dilaksanakan dan kendala yang dihadapi

oleh pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya tersebut. Hasil penilaian semata-

mata untuk memberikan penilaian akhir kepada pegawai tanpa mereka tahu apa

yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang.

b. Bersifat tertutup dan ada pertimbangan emosional dari pimpinan.

Yang dimaksud dengan tertutup ini adalah bahwa sistem penilaian pegawai

oleh atasan/ penilai dilakukan l-ranya oleh atasannya sendiri tanpa cliketahui oleh

pihak lain, meskipun ada kasus pengisian nilai dapat juga dilakukan oleh yang

dinilai (bawahan). Oleh sebab itu peltimbangan pimpinan secara emosional sangat

mungkin terjadi. Artinya karena pertimbangan-pertimbangan non-profesional

seorang penilai akan memberikan penilaian yang baik atau buruk atas kinerja

bawahannya, tanpa benar-benar melakukan penilaian yang jujur dan objektif.

c. Tidak didasarkan pada target kinerja.
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Setiap PNS dapat dipastikan memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus

dijalankan setiap hari kerjanya. oleh sebab itu maka seorang pegawai harus

dinilai dari apa yang telah dilaksanakan atas tugas pokok dan fungsinya itu.

Penilaian PNS selama ini tidak/ belum pernah didasarkan pada target kerja

individu sebagai bagian penting dari kinerja organisasi. Setiap pegawai bekerja

tanpa ada target-target tertenilt ketika mengerjakan pekerjaannya. Mereka semata-

mata mengerjakan pekerjaan rutin sehari-hari tanpa ada target. Target kinerja

dapat berbagai macam, misalnya: (1) didasarkan atas waktu: target harian, target

mingguan, talget bulanan, tuga bulanan, enam bulanan dan tahunan; (2)

didasarkan atas jumlah yang dicapai; (3) didasarkan atas biaya yang telah

digunakan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Hal
ini sudah mulai diperbaiki melalui instmmen SKp.

Tidak merniliki nilai edukatil'.

Yang dirnaksud nilai edukatif adalah bahwa hasil penilaian dari DP3 ini

tidak memberikan efek perbaikan bagi PNS yang telah dinilai. Hasil penilaian

dalarn DP3 sulit untuk ditindaklanjuti oleh pegawai. Akhirnya pegawai hanya

tahtt berapa nilai DP3nya tahun ini dan apakah ada kenaikan atau penurunan dari

tahun-tahun sebelurnnya. Yang terjadi justru sebaliknya, Dp3 ini telah

diperlakukan secara tioak proporsional sebagai bagian dari manajemen

kepegawaian oleh aparatur. DP3 semata-mata hanya dijadikan syarat pelengkap

bagi seseorang yang akan dipromosikan pada jabatan tefientu yang lebih tinggi

atarr kenaikan pangkat dan gaji regular. Akhirnya setiap pNS berkepentingan

terhadap DP3nya agar tidak mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya.

Tidak bisa drjadikan dasar untuk memberikan leward dan punishment secara adil.

Hasil penilaian dali DP3 selama ini belum dapat digunakan sebagai dasar

untuk mernberikan reward dan punishmen. Justru DP3 ini selama ini dijadikan

$arana untult memherikan sank-si kepada seorang pegawai. Maksudnya adalah,

jika diketahui ada seorang pegawai yang melakukan tindakan tercela selama

menjalankan tugas, maka terdapat ancaman bahwa nilai dari Dp3 yang

hersangkutan akan diturunkan. Pada akhin-rya Dp3 sebagai dasar untuk

memberikan sanksi, justru menjadi sarana pemberian sanl<si itu sendiri.

dapat mengetahui potensi pegarvai yang dapat dikernbangkan.
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' Hasil penilaian dari DP3 tidak rnembelikarr infbrmasi tentang potensi-

potensi apa yang dimiliki oleh seorang pegawai yang dapat dikeurbangkan pacla

masa mendatang. Sebagairnana dikernukakan sebelumnya bahwa DP3 halya

memberikan nilai atas apa yang telah dilakukan, bukan apa yang dapat dilakukan

oleh seorang pegawai.

g. Lebih cenderung berorientasi pada perilal..u/ kepribaclian.

H4mpir seluruh unsur penilaian rnerujuk pada perilaku/ kepribadian seorang

pegawai (personality assesernent). Unsur prestasi kerja yang ada ternyata juga

tidak menunjukkan prestasi kerja yang sesungguhnya, tetapi perilaku seorang

pegawai dalam tnencapai pt'estasi kerja tertentu. Dengan clernikian lraka
pencapaian dari hasil ke{a seorang PNS tidak terlihat. Artinya hasil apa yang

telah dicapai tidak dapat digarnbarkan dengan jelas apakah sesuai atau ticlak

dengan pelencanaan yang ada di instansi yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut,tedihat bahwa diperlukan sistem penilaian baru sebagai pelengkap

dari sistem penilaian dalam DP3 yang ada. Kemajuan zarlan dan perubahan paradiglra

pemerintahan adalah faktor pendukung yang utama pellunya sistem penilaian kinerja pegawai
yang handal yang berorientasi pada keunggularr inclividu seorang pegawai. Dengan

mengetahui secara akurat apa yang telah clilakukan clan apa yang dapat dilakukan oieh

seorang pegawai maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan clapat mengarnbil kebif akal
kepegawaian yang tepat, ef'ektif dan efisien berdasarkan hasil dari penilaian objektif tentang
perilaku dan prestasi kerja PNS yang ada.

b. Metode Penilaian Kinerja yang dapat Meningkatkan Profesionalitas Aparalur
Pemerintah Daerah

Pengelolaan sumberdaya aparatur (PNS) menjadi salah satu kewenangan pemerintahan

yang didesentralisasikan kepada pernerintah daerah untuk dikelola secara utuh tanpa

intervensi dari pemerintah pusat kecuali soal penetapan jumlah fbrrnasi dan sistem

penggajiarurya. Selebihnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing. Hal

ini sebagaimana diatur pada pasal 2l UU nonror 32 tahun 2004 yang berbupyi: ..Dalam

menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak....(c) ntengclola al)srqtur
daerah... ".Artinya pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan kewenangan yang

dimilikinya ini untuk melakukan manajemen kepegawaian daerah secara profesional sesuai
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rn prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya tnanusia yang tnodern tetapi tetap mengacu

peraturan perundang-undangan :iang berlalG di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas maka setiap pemerintah daelah berfiak untuk mengelola

fumya sesuai dengan prinsip clan teori manajemen sumber daya manusia yang modem

n ticlak melanggar ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku' Salah satunya adalah

h penilaian kinerja Pegawar.
:

Hasil kajian akaclemis tenteng penilaian pegawai rnelalui instmmen DP-3 memiliki

kelemahan baik dalam konsep maupun implernentasinya' Oleh sebab itulah maka

intah daerah perlu melengkapi sistem penilaian kinerja pegawai ini dengan instrumen

n yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan

n sistem baru ini dapat disebut dengan istilah Dttul system for Personal

ttlattce Appraiscil (Sistem Ganda untuk Penilaian Kinerja Pegawai)' Jadi disamping

nakan instrume, standar pNS di Indonesia yakni DP3, pemerintah daerah juga dapat

an sistem lain sebagai pelengkap clan penyempurna sistem DP3. Sistern ini perlu

clalail rangka meningkatkan kinerja PNS cli daerah melalui sistem penilaian kinerja

i yang lebih konkret, obj ektil' dan dapat dipertanggungi aw abkan'

Sebagai sebuah sistem, penilaian prestasi pegawai merupakan suatu rangkaian kegiatan

dinamis. Dalam rangkaian kegiatan ini setidaknya tercliri dari ernpat komponen' yaitu

proses, olttpttt, dan tindak lanjut (folfttv, rrp). Input dalan rangkaian penilaian prestast

pegawai terdiri dari pejabat penilai, pegawai yang dinilai, dan instrumen penilaian'

penilaian prestasi kerja sebagai otttpttt dari kegiatan ini harus ditindaklanjuti dalam

pemberian rcttarcl, penaikan pangkat, promosi jabatan, pelbaikan kondisi kerja, dan

ian sanksi atas rendahnya prestasi ke{a.

Ada beberapa ketentuan normatif yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat penilai

melakukan penilaian telhadap prestasi kerja bawahan. Ketentuan ini secara langsung

dengan objektifitas proses dan hasil penilaian nantinya. Ketentuan yang dimaksud

Sesuai dengan ketentuan dalam

memberikan Penilaian Prestasi

hrangnya 6 bulan.

seorang penilai harus memahami tujuan penilaian prestasi kerja.

Soorang penilai harus memahami aspek-aspek penilaian' dan

Seorang penilai hams mernahami rnekanisme penilaiar-r prestasi kerja'

peraturan kepegawaian, seorang pejabat baru bisa

keria bawahannya jika telah menjabat sekurang-

-Dalam
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Demikian juga halnya dengan pegawai yang dinilai, ia juga hatus tnemaharni beberapa

hal agar penilaian pl.estasi berjalan seca.i'.fcrir dan jauh clari unsur subjektifitas. Beberapa hal

yang harus diketahui oleh pegawai yang dinilai adalah:

(1) Pegawai yang dinilai harus memahami tujuan penilaian prestasi kerja,

(2) Pegawai yang dinilai harus memahami aspek-aspek yang dinilai agar dapat

mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan
i

(3) pegawai yang dinilai harus memahami mekanisme penilaian prestasi kerja.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan dalam rangka penyempurnaan sistetn

penilaian kinerja pegawai di Kabupaten Lampung Selatan adalah rnelalui:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Penilaian Produktivitas Kerja Pegawai

Penilaian khusus untuk pegawai yang rnenjabat jabatan struktural

Penilaian oleh diri sendiri

Penilaian oleh rekan sejawat

Penilaian proses pelaksanaan pekerj aan

Penilaian dari klien/ masyarakat

Setelah melakukan analisis terhadap berberapa kelemahan dalam pelaksanaan penilaian

pegawai melalui instrument DP3, rnaka dalam studi ini dianjurkan untuk melaksanakan

penilaian tambahan terhadap dua hal, yaitu:

1. Penilaian terhadap Produktivitas Kerja Pegawai

2. Penilaian terhadap Kinerja Pegawai yang memegang jabatan struktural

Instrumen penilaian belkaitan dengan aspek-aspek penilaian dan indikator yang

digunakan. Sebuah instrumen penilaian prestasi kerja sebaiknya mudah dipaharni oleh

pejabat yang menilai maupun pegawai yang dinilai. Jika pegawai ticlak rnemahanti instTurnen

yang digunakan, maka menjadi kewajiban pejabat penilai untuk menjelaskannya sehingga

pegawai yang bersangkutan rnemahanri betul apa yang akan clir-rilai. Selain itu, itlstrutrren

penilaian haruslah dapat dilaksanakan. Aftinya, instrumen harus dibuat sesederhana mungkin

sehingga tidak memberatkan bagi penilai. Dan juga jangan terlalu banyak menyita waktu

kerja produktif pegawai yang dinilai maupun pejabat penilai'

Proses penilaian prestasi kerja pegawai harus dibuat dengan nrekanistne yang jelas.

mulai dari awal proses sampai berakhirnya proses penilaian. Proses penilaian hatus secara

jelas menyatakan periode penilaian, waktu dirnulainya proses penilaian, persiapan apa yang

harus dilakukan oleh pegawai dan pejabat penilai, sefta siapa yang beftanggungiawab atas

keseluruhan proses penilaian. Beberapa kekeliruan yang tcrjadi selatna ini disebabkan kareua
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pihak yang bertanggungjawab atas proses ini sehingga pegawai membawa

penilaian prestasinya dan rnengisinya.

penilaian prestasi kerja pegawai yang telah diisi oleh pejabat penilai harus

kepada pegawai yang dinilai untuk dimintakan persetujuannya atas hasil

ditandatangani. Setelah semua pejabat yang berwenang menandatangani berkas

ian, maka dokumen ini harus disimpan oleh BKD untuk digunakan sebagai

n dalain kebijakan kenaikan pangkat, promosi, dan lain-lainnya.

penilaian prestasi kerja pegawai dengan menggunakan DP3 telah dilakukan

-tahun, bukan berarti bahwa metode penilaian ini tidak memiliki kelemahan.

Lmyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah selama ini masih belum

hasil penilaian dalarn DP3 sebagai dasar unfuk pengambilan keputusan yang

promosi jabatan. Dan selama ini penilaian DP3 hanya digunakan sebagai

+arat untuk kenaikan pangkat PNS. Akibatnya, penilaian prestasi kerja tidak

ingkatkan semangat kerja dan motivasi kerja pegawai, karena tidak ada bedanya

i yang rajin dengan yang malas.

rnenutupi kelemahan penilaian dalarn DP3 dan meningkatkan semangat dan

terja pegawai, sistem penilaian prestasi ini hams dikembangkan dengan

aspek kompetensi dan kapabilitas seorang pegawai. Agar penilaian prestasi

secara berimbang dan objektif, rnaka ada tiga pihak yang harus dilibatkan

yaitu atasan langsung, rekan kerja, dan pegawai yang dinilai itu sendiri.

dli ketiga komponen ini akan dibandingkan dan digabungkan hasilnya sebagai

yrng diperoleh pegawai yang bersangkutan. Melalui pembandingan hasil penilaian

i seberapa baik seolang pegawai dalam bekerja menurut versinya sendiri, rekan

rrsannya. Akantetapi karena jurnlah PNS di daerah sangat banyak, maka jika

mekanisme peniiaian seperti itu akan memburuhkan waktu lama dan sumber

h*nvak. Hal ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi

pqarvainya. Oleh sebab itu dalarn studi ini direkornenclasikan ,rrtot melakukan

rcrhadap pegarvai dengan .jabatan strul<tural dan pegawai tanpa jabatan struktural

ilai berbagar aspek sebagai berikut:

an tentang pekerjaan

kerja

ititas kerja

Iisebabkan li dan fleksibilitas
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